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OLEH 





TIM PEMERIKSA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2022
BAB I
PENDAHULUAN

A. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Dasar Pelaksanaan Pengawasan
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederahana;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Tata Kerja Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan;
16. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
21. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
	22.
	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;

	23.
	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

	24.
	Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/1423/PS.00/5/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pembina dan Pengawas Daerah Tahun 2022;

	25.
	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor SP DIPA-005.01.2.401900/2022 tanggal 17 November 2021;


    
B. Ruang Lingkup Pengawasan
Ruang lingkup pengawasan meliputi:
1. Manajemen peradilan yang terdiri atas program kerja, pelaksanaan tugas, pengawasan dan pembinaan serta evalausi kegiatan.
2. Administrasi peradilan yang terdiri atas administrasi perkara, adminitrasi persidangan dan pelaksanaan putusan serta adminitrasi umum.
3. Mutu pelayanan publik.
4. Kinerja pengadilan.

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan
1. Maksud Pengawasan
a. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar
b. Menjaga terwujudnya tertib adminitrasi peradilan
c. Menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan program kerja
d. Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat
e. Menjaga citra aparat peradilan yang professional, bersih dan berwibawa.
f. Meningkakan kinerja pelayanan publik.
g. Meiningkatkan disiplindan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.
h. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

2. Tujuan Pengawasan
a. Menopang kerangka manajemen peradila yang baik
b. Menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi peradilan
c. Memberikan masukan berupa data, fakta, petimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk pengambil keputusan
D. Metodologi Pengawasan
Pengawasan rutin/regular dilakukan daam bentuk pemeriksaan, yaitu degan mekanisme pengamatan yang dilakukan dan dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang tekah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan perturan yang berlaku.

E. Jangka Waktu Pengawasan
Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 2 (dua) hari, tanggal 23 Mei 2022 di Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan susunan tim sebagai berikut:
	1.
	Drs. Ridwan Alimunir S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

	2.
	Drs. Syaiful Ashar S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

	3.
	Fadhliamin S.SI., Pranata Komputer Ahli Pertama, Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang



F. Objek Pemeriksaan
Pengawasan rutin/regular dilaksanakan dengan melakuakn pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:
1. Manajemen peradilan
2. Administrasi perkara
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
4. Administrasi umum
5. Kinerja pelayanan publik




BAB II
URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. Manajemen Peradilan

B. Administrasi perkara

C. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
D. Administrasi umum
	1.
	Kondisi:
Terdapat beberapa SOP belum direviu dan diupdate (berkaitan dengan perubahan proses atau alur sesuai dengan kondisi terkini ataupun perubahan lainnya), semisal SOP Pensiun dan SOP Kenaikan Pangkat disesuaikan prosesnya dengan kondisi terkini, dan SOP-SOP lainnya untuk dimonitoring dan evaluasi (direviu seluruh SOP dan di cek kembali apakah telah sesuai dengan aturan dan proses bisnis yang berjalan)
Kriteria:
Mempedomani Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan aturan terkait lainnya
Sebab:
SOP belum dimontoring dan evaluasi secara berkala
Akibat:
Terdapat beberapa SOP yang belum sinkron atau update dengan kondisi terkini
Rekomendasi:
Untuk melakukan reviu dan update seluruh SOP dan dilakukan monitoring dan evaluasi, jika terdapat perubahan silahkan SOP tersebut diubah sesuai dengan aturan dan kondisi terkini

	2.
	Kondisi:
1. Tidak tertib dalam penerapan absensi pada SIKEP, tetap presensi pada SIKEP menjadi yang utama, backup dapat dilakukan menggunakan presensi pada mesin face/finger scan 2. Rekapitulasi presensi untuk ketidakhadiran, belum dioptimalkan penggunaan sikep, rekap ketidakhadiran dapat menggunakan SIKEP untuk mempermudah rekapitulasi 3. Terdapat waktu presensi yang tidak sesuai dengan backup aplikasi finger scan dengan data pada KOMDANAS (seharusnya terhitung telat tetapi pada komdanas masuk tepat waktu) -> Sumber data dari rekapitulasi hasil print dari mesin fingerscan
Kriteria:
SE Sekretaris MA RI No 5 Tahun 2020 angka 2 huruf c  dan Perma No 3 Tahun 2020 Pasal 5 mengenai Perhitungan kehadiran kerja berdasarkan rekapitulasi daftar hadir elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Sebab:
Tidak terbit dalam penerapan dan penggunaan presensi SIKEP dan tidak konsisten, kurang sesuai yang diinput pada aplikasi komdanas dengan hasil dari report presensi fingerscan
Akibat:
Terdapat data presensi yang tidak sesuai dengan data yang dikomdanas dengan hasil data report mesin fingerscan, aplikasi SIKEP, dan manual
Rekomendasi:
1. Untuk menertibkan kembali penggunaan presensi pada SIKEP disamping juga melakukan presensi pada mesin fingerscan 2. Meneliti kembali setiap data yang diinput pada komdanas disesuaikan dengan hasil pada presensi SIKEP ataupun mesin fingerscan, karena untuk presensi manual keakuratan waktunya belum dapat dipertanggungjawabkan

	3.
	Kondisi:
Buku telah dimasukan ke aplikasi perpustakaan slim tetapi belum semuanya terinput baru 1/3 dari total keseluruhan buku; Peminjaman telah menggunakan SLim
Kriteria:
SK KMA Nomor : 85/KMA/SK/V/2014  tentang Pengelolaan perpustakaan di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan PP Nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43Tahun 2007 tentang perpustakaan
Sebab:
Penginputan buku belum dilakukan secara berkala atau kontinu
Akibat:
Sebagian besar buku yang terdapat pada perpustakaan Pengadilan Agama Tanjung Pati belum terdaftar pada Aplikasi SLIM yang terintegrasi dengan Perpustakaan Mahkamah Agung RI
Rekomendasi:
Sebaiknya dibuatkan jadwal penginputan secara berkala atau bertahap sehingga tidak memberatkan jika diinput secara keseluruhan buku dalam satu waktu

	4.
	Kondisi:
1. Kondisi Barang Rusak berat yang terdaftar dalam SIMAK BMN belum diajukan penghapusan (untuk segera diajukan penghapusan) 2. Stock opname ATK Pembebasan biaya Perkara belum dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Sekretaris dan Panitera (DIPA 04)
Kriteria:
PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah, PMK No. 181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan BMN, PMK No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemusnahan, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022, perihal "Petunjuk Teknis Pelakasanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2022”.
Sebab:
1. Untuk kondisi barang rusak berat sudah diajukan sudah di PSP tetapi ternyata terdapat beberapa barang rusak berat belum masuk penghapusan, sehingga diajukan penghapusan ulang 2. Belum disosialisasikan terkait dengan petunjuk teknis ATK pembebasan biaya perkara, dimana Stock opname ATK Pembebasan biaya Perkara harus dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Sekretaris dan Panitera (DIPA 04)
Akibat:
1. Barang rusak berat masih tercatat dalam BMN 2. Laporan Stock opname ATK Pembebasan biaya Perkara tiap 3 (tiga) tidak tersedia, belum dilaksanakan sesuai dengan SK Dirjen Badilag berkaitan dengan petunjuk teknis Pelakasanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2022
Rekomendasi:
1. Untuk diajukan Pengapusan ulang sehingga barang rusak berat yang tercatat didalam SIMAK BMN dapat dihapuskan  2. Untuk dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis badilag.

	5.
	Kondisi:
Rapat evaluasi per 3 bulan sudah ada, tetapi format evaluasinya belum sesuai aturan terbaru, belum terdapat penilaiannya per 3 bulan
Kriteria:
SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan PPNPN pada Mahakamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya
Sebab:

Akibat:

Rekomendasi:


	6.
	Kondisi:
Belum update Informasi pada website/ medsos satker berupa Program Kerja (sudah diupdate kemarin), Laporan Keuangan, Daftar aset dan inventaris, informasi pengadaan barang dan jasa.
Kriteria:
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Sebab:
1. Laporan keuangan Tahun 2021 belum diupload karena belum disusun secara rapi (diwerbsite hanya terdapat laporan keuangan semester 1), karena menunggu laporan keuangan audited. 2. Daftar aset dan inventaris, informasi pengadaan barang dan jasa belum dicek secara berkala pada website, sehingga laporan belum update
Akibat:
Tidak tersedia informasi berkaitan dengan laporan keuangan,Daftar aset dan inventaris, informasi pengadaan barang dan jasa yang up to date
Rekomendasi:
Untuk laporan keuangan tidak perlu menunggu audited untuk diupload pada website, jika perlua keduanya diupload baik yang audited maupun unaudited. Dicek secara berkala informasi website pada Pengadilan Agama Tanjung Pati

	7.
	Kondisi:
Belum dilakukan Monev setiap 3 (tiga) bulan terhadap perjanjian kinerja PPNPN
Kriteria:
SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan PPNPN pada Mahakamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya
Sebab:
Belum memahami terkait dengan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan PPNPN pada Mahakamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya
Akibat:
Laporan Monev setiap 3 (tiga) bulan terhadap perjanjian kinerja PPNPN tidak tersedia dan tidak sesuai aturan yang ada, sehingga tidak tercapai pengukuran kinerja PPNPN secara berkala
Rekomendasi:
Untuk mempedomani dan memahami terkait dengan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021, kemudian dilaksanakan Monitoring dan evaluasi setiap 2 (tiga) bulan

	8.
	Kondisi:
1.  Dokumen pertanggungjawaban keuangan belum tersusun berurutan per SPM per bulan, masih terpisah 2. Melengkapi dokumen BKU, dll, belum terlihat dalam arsip dan belum ditandatangani Bendahara
Kriteria:
PMK No. 230/PMK.05/2016 Tentang kedudukan dan tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja, PMK No. 178/PMK.05/2018 tentang perubahan PMK no. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
Sebab:
Belum memperhatikan dan mempedomani terkait pengarsipan keuangan yang berkaitan dengan Dokumen pertanggungjawaban keuangan dan dokumen dokumen BKU
Akibat:
Dokumen pertanggungjawaban keuangan dan Pembukuan keuangan tidak terarsip dengan rapi sehingga menyulitkan jika dilakukan monitoring dan evaluasi
Rekomendasi:
Dokumen pertanggungjawaban keuangan harus tersusun rapi per SPM per bulan Contoh : SPJ_GUP -> SP2D-SPM-SPP-DRPP-SPBy-Kuitansi-Nota-SSPajak; SPJ-LS -> SP2D-SPM-SPP-Daftar Penerima-SSPajak-Dokumen tambahan Pembukuan Keuangan tersusun rapi perbulannya BKU-Buku Pembantu Kas-BP Bank-BP Kas Tunai-BP LS-BP Pajak-BP UM-BP UP-BP TUP-BP lain-lainnya-LPJ Bendahara-BA Pemeriksaan Kas- Daftar Rincian Saldo-saldo rekening-rekening koran

	9.
	Kondisi:
Laporan Keuangan Tahunan beserta data dukung belum terjilid rapi, belum tersusun, belum lengkap
Kriteria:
PMK No.104/PMK.05/2012 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan. PMK No.215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Sebab:
Karena menunggu laporan keuangan audited sehingga laporan keuangan unaudited belum dijilid
Akibat:
Belum tersedia informasi Laporan Keuangan Tahun 2021
Rekomendasi:
Sebaiknya laporan keuangan dibuatkan keduanya, yaitu laporan keuangan unaudited dan laporan keuangan audited. Untuk segera melengkapi dan menjilid laporan keuangan tahun 2021 unaudited

	10.
	Kondisi:
Aplikasi E-Bima 2021 belum diisi lengkap dan 2022 juga belum diisi lengkap
Kriteria:
Surat SEKMA Nomor: 1723/SEK/KU.01/8/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 perihal : Petunjuk / Penginputan Data Dukung dan Manajemen User pada Aplikasi e-BIMA
Sebab:
Belum memahami lebih lanjut terkait petunjuk dan pedoman dalam surat SEKMA Nomor: 1723/SEK/KU.01/8/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 perihal : Petunjuk / Penginputan Data Dukung dan Manajemen User pada Aplikasi e-BIMA
Akibat:
Data, informasi, dan kelengkapan dokumen pada aplikasi e-BIMA tidak tersedia secara lengkap, masih terdapat status merah
Rekomendasi:
Untuk melakukan updating data dan kelengkapan dokumen lainnya pada aplikasi e-BIMA sesuai dengan petunjuk Surat SEKMA dan pedoman terbaru

	11.
	Kondisi:
Satker belum melakukan Monev program kerja, berkaitan dengan capaian, target, realisasi yang telah disusun dalam program kerja
Kriteria:
Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Zona Integritas yang diinput dalam PMPZI Mahkamah Agung RI. Didalam LKE PMPZI Mahkamah Agung RI terdapat eviden yang harus dilengkapi terkait monitoring dan evaluasi program kerja secara berkala
Sebab:
Belum mempedomani secara menyeluruh terkait pedoman LKE PMPZI Mahkamah Agung RI
Akibat:
Eviden belum tersedia sehingga eviden didalam PMPZI Mahkamah Agung tidak lengkap
Rekomendasi:
Untuk melakukan Monev program kerja, berkaitan dengan capaian, target, realisasi, dan hal lain yang terkait yang telah disusun dalam program kerja



E. Kinerja Pelayanan Publik


BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana telah diuraikan pada Bab II diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
	1.
	Terdapat beberapa SOP belum direviu dan diupdate (berkaitan dengan perubahan proses atau alur sesuai dengan kondisi terkini ataupun perubahan lainnya), semisal SOP Pensiun dan SOP Kenaikan Pangkat disesuaikan prosesnya dengan kondisi terkini, dan SOP-SOP lainnya untuk dimonitoring dan evaluasi (direviu seluruh SOP dan di cek kembali apakah telah sesuai dengan aturan dan proses bisnis yang berjalan)

	2.
	1. Tidak tertib dalam penerapan absensi pada SIKEP, tetap presensi pada SIKEP menjadi yang utama, backup dapat dilakukan menggunakan presensi pada mesin face/finger scan 2. Rekapitulasi presensi untuk ketidakhadiran, belum dioptimalkan penggunaan sikep, rekap ketidakhadiran dapat menggunakan SIKEP untuk mempermudah rekapitulasi 3. Terdapat waktu presensi yang tidak sesuai dengan backup aplikasi finger scan dengan data pada KOMDANAS (seharusnya terhitung telat tetapi pada komdanas masuk tepat waktu) -> Sumber data dari rekapitulasi hasil print dari mesin fingerscan

	3.
	Buku telah dimasukan ke aplikasi perpustakaan slim tetapi belum semuanya terinput baru 1/3 dari total keseluruhan buku; Peminjaman telah menggunakan SLim

	4.
	1. Kondisi Barang Rusak berat yang terdaftar dalam SIMAK BMN belum diajukan penghapusan (untuk segera diajukan penghapusan) 2. Stock opname ATK Pembebasan biaya Perkara belum dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Sekretaris dan Panitera (DIPA 04)

	5.
	Rapat evaluasi per 3 bulan sudah ada, tetapi format evaluasinya belum sesuai aturan terbaru, belum terdapat penilaiannya per 3 bulan

	6.
	Belum update Informasi pada website/ medsos satker berupa Program Kerja (sudah diupdate kemarin), Laporan Keuangan, Daftar aset dan inventaris, informasi pengadaan barang dan jasa.

	7.
	Belum dilakukan Monev setiap 3 (tiga) bulan terhadap perjanjian kinerja PPNPN

	8.
	1.  Dokumen pertanggungjawaban keuangan belum tersusun berurutan per SPM per bulan, masih terpisah 2. Melengkapi dokumen BKU, dll, belum terlihat dalam arsip dan belum ditandatangani Bendahara

	9.
	Laporan Keuangan Tahunan beserta data dukung belum terjilid rapi, belum tersusun, belum lengkap

	10.
	Aplikasi E-Bima 2021 belum diisi lengkap dan 2022 juga belum diisi lengkap

	11.
	Satker belum melakukan Monev program kerja, berkaitan dengan capaian, target, realisasi yang telah disusun dalam program kerja



B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, direkomendasikan hal-hal sbegai berikut:
	1.
	Untuk melakukan reviu dan update seluruh SOP dan dilakukan monitoring dan evaluasi, jika terdapat perubahan silahkan SOP tersebut diubah sesuai dengan aturan dan kondisi terkini

	2.
	1. Untuk menertibkan kembali penggunaan presensi pada SIKEP disamping juga melakukan presensi pada mesin fingerscan 2. Meneliti kembali setiap data yang diinput pada komdanas disesuaikan dengan hasil pada presensi SIKEP ataupun mesin fingerscan, karena untuk presensi manual keakuratan waktunya belum dapat dipertanggungjawabkan

	3.
	Sebaiknya dibuatkan jadwal penginputan secara berkala atau bertahap sehingga tidak memberatkan jika diinput secara keseluruhan buku dalam satu waktu

	4.
	1. Untuk diajukan Pengapusan ulang sehingga barang rusak berat yang tercatat didalam SIMAK BMN dapat dihapuskan  2. Untuk dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis badilag.

	5.
	

	6.
	Untuk laporan keuangan tidak perlu menunggu audited untuk diupload pada website, jika perlua keduanya diupload baik yang audited maupun unaudited. Dicek secara berkala informasi website pada Pengadilan Agama Tanjung Pati

	7.
	Untuk mempedomani dan memahami terkait dengan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021, kemudian dilaksanakan Monitoring dan evaluasi setiap 2 (tiga) bulan

	8.
	Dokumen pertanggungjawaban keuangan harus tersusun rapi per SPM per bulan Contoh : SPJ_GUP -> SP2D-SPM-SPP-DRPP-SPBy-Kuitansi-Nota-SSPajak; SPJ-LS -> SP2D-SPM-SPP-Daftar Penerima-SSPajak-Dokumen tambahan Pembukuan Keuangan tersusun rapi perbulannya BKU-Buku Pembantu Kas-BP Bank-BP Kas Tunai-BP LS-BP Pajak-BP UM-BP UP-BP TUP-BP lain-lainnya-LPJ Bendahara-BA Pemeriksaan Kas- Daftar Rincian Saldo-saldo rekening-rekening koran

	9.
	Sebaiknya laporan keuangan dibuatkan keduanya, yaitu laporan keuangan unaudited dan laporan keuangan audited. Untuk segera melengkapi dan menjilid laporan keuangan tahun 2021 unaudited

	10.
	Untuk melakukan updating data dan kelengkapan dokumen lainnya pada aplikasi e-BIMA sesuai dengan petunjuk Surat SEKMA dan pedoman terbaru

	11.
	Untuk melakukan Monev program kerja, berkaitan dengan capaian, target, realisasi, dan hal lain yang terkait yang telah disusun dalam program kerja
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